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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Keberadaan debt collector menimbulkan pro dan kontra. Karena, hingga 

kini belum diperoleh jalan terbaik bagi pihak yang bersengketa atau antara 

kreditur dan debitur. Semakin menjamurnya berbagai bentuk transaksi 

bisnis yang melibatkan pihak seperti perusahaan maupun individu, tentu 

harus dipersiapkan perangkat peraturan untuk menghindari kerugian di 

salah satu pihak. Adanya pinjaman macet akan menjadi beban bagi 

lembaga pembiayaan/leasing itu sendiri. Pinjaman macet menjadi salah 

satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah lembaga 

pembiayaan/leasing, oleh karena itu adanya pinjaman bermasalah apalagi 

dalam golongan macet menuntut penyelesaian yang cepat, tepat, dan 

akurat. Kadangkala, ukuran cepat tidak memperhatikan aturan hukum 

yang ada. Salah satunya adalah penggunaan jasa debt collector yang 

notabene merupakan cara penyelesaian di luar hukum dan masih menjadi 

kontroversi karena cara kerja debt collector tidak memiliki Standard 

Operational Procedure (SOP) yang jelas dan belum mempunyai dasar 

hukum yang kuat. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh debt 

collector adalah tindak pidana berdasarkan KUHP antara lain memaksa 

seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 

barang sesuatu, pemerasan dengan kekerasan, bahkan sampai dengan 

penganiayaan.  
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2. Lemahnya perlindungan terhadap konsumen layanan jasa perbankan atau 

lembaga pembiayaan/leasing di Indonesia menimbulkan problematika 

persoalan di bidang hukum terhadap perlindungan bisnis jasa keuangan 

atau lembaga pembiayaan. Bagi hukum pidana, kecenderungan bahwa 

hanya pelaku yang secara langsung melakukan “kesalahan” yang akan 

dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. 

Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat 

penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu untuk adanya syarat 

untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut 

harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari 

sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang 

tersebut. Menentukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung 

jawaban pidana berarti harus didasari pada suatu tindak pidana dan 

siapakah yang bertanggungjawab. Dalam menentukan dan 

merekonstruksikan subyek yang bertanggungjawab dalam hal terjadinya 

tindak pidana atau kriminal yang dilakukan debt collector (pihak ketiga) 

dalam penagihan piutang terhadap debitur lembaga pembiayaan/leasing. 

Maka harus ditelaah dasar hukum atau sistem hukum yang menjadi 

pijakan untuk menentukannya. Persoalan yang menyangkut masalah 
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pertanggungjawaban pidana tetap masih berpedoman pada KUHP, yang 

sekarang masih berlaku berorientasi kepada subyek tindak pidana berupa 

orang dan bukan korporasi. 

B. Saran 

1. Penggunaan debt collector sudah seharusnya ditinjau kembali dengan 

peraturan yang lebih jelas sehingga kasus seperti kekerasan tidak terulang 

kembali, sejumlah pendapat menyatakan jika debt collector dibubarkan 

saja, namun menurut saya hal itu sangat sulit untuk dilakukan saat ini, cara 

yang lebih baik yaitu melakukan pembenahan di bidang hukum terkait 

profesi tersebut, karena saat ini sejumlah negara lain telah memiliki 

peraturan khusus profesi debt collector, selama belum ada ketentuan yang 

jelas sejumlah masalah-masalah masih mungkin bisa terjadi dan tak kalah 

penting dari itu adalah ditingkatkannya fungsi pengawasan lembaga 

keuangan dan lembaga pembiayaan terhadap pihak ketiga yang diberikan 

kuasa, dengan adanya kontrol yang baik kasus-kasus serupa dapat 

dihindari. 

2. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat 

dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan debt collector, 

masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera 

melaporkan jika melihat ada tindak pidana yang dilakukan debt collector. 

Langkah yang selanjutnya adalah Bank Indonesia harus melarang 

pemakaian jasa debt collector agar tidak terjadi lagi kasus tindak 

pidananya.
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